POTENSI PAD RP2 M, PEMKO PEKANBARU AKAN KELOLA KAWASAN
KULINER DI JALAN CUT NYAK DHIEN

Sumber gambar:
https://www.beritasatu.com/network/halloriau/314692/potensi-retribusi-rp2-m-pemko-

pekanbaru-akan-tata-pkl-jalan-cut-nyak-dien

Pemerintah Kota Pekanbaru berencana melakukan penataan pedagang kaki lima
(PKL) di beberapa lokasi strategis yang ada di Kota Pekanbaru, termasuk kawasan Cut
Nyak Dhien. Salah satunya dengan mendata para pedagang kaki lima yang berjualan di
kawasan Jalan Cut Nyak Dhien Kecamatan Sukajadi tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
(Disperindag) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin, Ahad (29/9). Menurutnya, penataan di
kawasan ini dianggap penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para pedagang
yang selama ini beroperasi tanpa izin resmi dari Pemerintah Kota Pekanbaru serta
mengoptimalkan potensi retribusi yang bisa dihasilkan.

Di mana penataan ini juga dilakukan untuk memperhatikan hak-hak pengguna
jalan dan pejalan kaki yang sering kali terganggu oleh keberadaan PKL di area fasilitas
umum. Salah satu langkah dalam penataan kawasan kuliner di Jalan Cut Nyak Dhien
dengan melakukan pendataan terhadap PKL yang berjualan disepanjang ruas jalan alternatif
itu. Kemudian para pedagang yang terdata nantinya akan diberikan barcode sebagai bukti
resmi mereka beroperasi di lokasi yang diperbolehkan.
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Pihaknya juga harus memperhatikan hak pengguna jalan dan pejalan kaki itu
makanya, penataan ini dilakukan bertujuan agar semua pihak mendapatkan haknya sesuai
aturan yang berlaku. Prioritas kami adalah para pedagang lama dan warga Pekanbaru.
Setelah didata, mereka akan mendapat tempat yang diizinkan untuk berjualan. Dengan
adanya barcode, pedagang tidak perlu khawatir lagi akan adanya penertiban karena mereka
sudah terdaftar secara resmi,” ujarnya.

Tak hanya terkait penataan kawasan saja. Disperindag Kota Pekanbaru juga
memperkirakan retribusi dari kawasan PKL seperti Cut Nyak Dhien bisa mencapai Rp2
miliar per tahun jika dikelola dengan baik. Namun, hingga saat ini, pemerintah kota belum
menerima retribusi apapun dari pedagang di kawasan tersebut.

”Setidaknya kami menghitung total retribusi dari situ saja setidaknya bisa
mencapai Rp2 miliar dalam setahun, tapi sekarang kita tidak dapat apa-apa. Pemerintah
kota tidak menerima apapun. Sementara, informasi yang kami terima, para pedagang kaki
lima ini membayar hingga Rp 890 ribu per bulan kepada pihak tertentu,” katanya.

Zulhelmi juga menambahkan bahwa terdapat laporan dari pedagang yang merasa
ditekan untuk membayar sejumlah uang guna membuka lapak. Namun, pembayaran
tersebut tidak ada kaitannya dengan pemerintah.

”Pengelola yang meminta retribusi kepada pedagang itu tidak ada kaitannya
dengan pemerintah. Kami mengetahui siapa pengelolanya, tetapi hingga saat ini kami tidak
memberikan izin resmi. Di kawasan Cut Nyak Dhien ada tiga pengelola, namun tidak satu

pun dari mereka yang menyumbangkan kontribusi kepada pemerintah,” lanjutnya.
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Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah
pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
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kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

PAD merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah
dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka
tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Dengan kata lain,
peningkatan PAD menunjukkan semakin tinggi keberhasilan daerah dalam mengelola
sumber-sumber penerimaan di daerah.

Salah satu sumber PAD adalah Retribusi Daerah yang merupakan pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pasal 87
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa retribusi terdiri dari retribusi
jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Objek retribusi itu sendiri
adalah penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada
orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah, sedangkan subjek retribusinya meliputi
orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau
perizinan tersebut. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut
retribusinya. Hanya jasa-jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak
untuk dijadikan sebagai objek retribusi.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan
disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK
Perwakilan Provinsi Riau.
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